
JAKARTA (IM) - Per-
sidangan tahap pembuktian 
kasus narkoba yang men-
jerat Irjen Teddy Minahasa 
diwarnai perdebatan sengit 
antara jaksa penuntut umum 
(JPU) dengan kuasa hukum 
Teddy Minahasa, Hotman 
Paris Hutapea. 

Jaksa dan Hotman Paris 
berdebat saat pemeriksaan 
saksi-saksi yang dihadirkan 
JPU di Pengadilan Negeri 
(PN) Jakarta Barat, Senin 
(13/2).

Perdebatan bermula saat 
JPU meminta majelis ha-
kim agar saksi dari Polres 
Bukittinggi, Sumatera Barat, 
diperiksa keterangannya 
terlebih dahulu. 

“Sebagaimana dakwaan 
penuntut umum, jadi kami 
berencana untuk mengaju-
kan saksi yang asalnya dari 
Sumatera Barat terlebih 
dahulu,” kata Jaksa dalam 
persidangan. 

Permintaan jaksa lang-
sung ditolak Hotman Paris. 
Advokat eksentrik itu me-
nyatakan keberatan dan 
mengajukan agar saksi dari 
Polda Metro Jaya dimintai 

keterangan lebih dahulu. 
“Saya tadi sudah bi-

lang di BAP, roh kasus ini 
awalnya dari Polda. Polda-
lah yang kemudian mulai 
mene lusuri ke Bukittinggi, 
jadi harus mulai dari awal-
nya pertama kali,” tutur 
Hotman. 

Kedua pihak kemudian 
berdebat agar majelis hakim 
mengabulkan permintaan-
nya masing-masing. 

Hakim Ketua Jon Sar-
man Saragih meminta agar 
kedua belah pihak menahan 
diri dan mematuhi aturan 
tata tertib dalam persidang-
an sesuai Kitab Undang-un-
dang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP). 

Setelah berdiskusi akhir-
nya majelis hakim memu-
tuskan, saksi-saksi dari 
Polres Bukittinggi dimintai 
keterangan lebih dahulu, 
disusul saksi dari Polda 
Metro Jaya. 

“Jadi kita coba dulu 
mulai dari awal, pasti tidak 
akan mengurangi fakta-
fakta yang terungkap di 
persidangan,” katanya.

Saksi dari Polres Bukit-

tinggi yang akan dihadir-
kan di persidangan di an-
taranya, Heru Prayitno, 
Syafri, Rinaldi alias Anang, 
Syukur Hendri Saputra, 
Alexi Aubedilah, dan Arif  
Hadi Prabowo. Sedangkan 
saksi dari Polda Metro Jaya 
adalah Bayu Trisno, dan Tri 
Hamdani. 

Dalam kasus ini, Polda 
Metro Jaya menetapkan 11 
orang sebagai tersangka, 
termasuk Teddy Minahasa. 
Sementara itu, 10 orang 
lainnya adalah Hendra, Aril 
Firmansyah, Aipda Ach-
mad Darmawan, Mai Siska, 
Kompol Kasranto, Aiptu 
Janto Situmorang, Linda 
Pudjiastuti, Syamsul Ma’arif, 
dan AKBP Dody Prawi-
ranegara. 

Teddy dan para ter-
sangka kemudian ditahan 
di rumah tahanan Narkoba 
Polda Metro Jaya. Para ter-
sangka dijerat Pasal 114 
Ayat 2 subsider Pasal 112 
Ayat 2, juncto Pasal 132 
Ayat 1, juncto Pasal 55 
Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika.  lus

Debat Sengit antara JPU Vs Hotman Paris 
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RAPAT KERJA KOMISI I 
BERSAMA

MENKOMINFO
Menteri Komunika-
si dan Informatika, 
Johnny G Plate (kiri) 
berjabat tangan de-
ngan Waki l  Ketua 
Komisi I DPR Abdul 
Khar is  Almasyhar i 
(kanan) saat meng-
ikuti rapat kerja ber-
sama Komisi I DPR di 
Kompleks Parlemen 
Senayan,  Jakarta , 
Senin (13/2). Dalam 
rapat tersebut peme-
rintah memberikan 
penjelasan terhadap 
Rancangan Undang-
Undang tentang pe-
rubahan kedua atas 
Undang-Undang No-
mor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi 
dan Transaksi Elek-
tronik (ITE).

JAKARTA (IM) - Ha-
kim Mahkamah Agung 
(MA) mengurangi hukuman 
Edhy Prabowo dari 9 tahun 
penjara menjadi 5 tahun.

Eks Menteri Kelaut-
an dan Perikanan (KKP) 
Edhy Prabowo ditangkap 
seusai pulang dari Hawaii, 
Amerika Serikat,  pada No-
vember 2020. Edhy disebut 
menerima uang suap terkait 
jabatannya. Atas perbuatan-
nya itu, majelis hakim PN 
Jakpus, pada 15 Juli 2021, 
PN menjatuhkan hukuman 
pidana penjara 5 tahun dan 
denda Rp 400 juta subsidair 
6 bulan.

Kemudian menghukum 
Edhy membayar uang peng-
ganti Rp 9,6 miliar dan USD 
77 ribu. Bila tidak maka dipi-
dana penjara selama 2 tahun.

3. Mencabut hak politik 
selama 3 tahun.

Putusan itu diperberat 
oleh Pengadilan Tinggi (PT) 

Jakarta menjadi hukuman 
9 tahun dan denda Rp 400 
juta subsidair 6 bulan. Edhy 
juga dihukum membayar 
uang pengganti Rp 9,6 miliar 
dan USD 77 ribu. Bila tidak 
maka dipidana penjara se-
lama 3 tahun.

Selain itu, hakim tingkat 
banding juga memberi hu-
kuman tambahan, yaitu 
mencabut hak politik selama 
3 tahun.

Mantan politikus Par-
tai Gerindra itu kemudian 
mengajukan kasasi dan dika-
bulkan. Hukuman pidana 
pokok dikurangi menjadi 5 
tahun penjara, denda Rp 400 
juta subsidair 6 bulan.

Menjatuhkan pidana 
tambahan kepada terakwa 
tersebut berupa pencabutan 
hak untuk dipiih dalam ja-
batan publik selama 2 tahun 
terhitung sejak terdakwa 
menyelesaikan/menjalani 
pidana pokok.  han

MA Kurangi Vonis Edhy Prabowo 
Dari 9 Tahun Jadi 5 Tahun Penjara
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PELEPASAN TIM EMT KE TURKI
Anggota tim Emergency Medical Team (EMT) memberikan penghormatan 
saat pelepasan bantuan kemanusiaan sebelum keberangkatan ke Turki di 
Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (13/2). Pemerintah Indonesia 
kembali melepas bantuan kemanusiaan untuk Pemerintah Turki berupa 
dukungan tim EMT beranggotakan 122 orang yaitu gabungan dari BNPB, 
Kemenkes, TNI dan Polri.

JAKARTA (IM) - Ke-
pala Staf  Angkatan Laut 
(KSAL) Laksamana Mu-
hammad Ali mengungkap 
bahwa TNI AL punya se-
deret tambahan alutsista 
baru dalam tahun ini. Salah 
satu alutsista yang bakal tiba 
di RI tahun ini yakni kapal 
penyapu ranjau.

“Alutsista tahun ini yang 
akan menambah kemarin su-
dah ada satu pesawat pamar 
CN 235. Satu heli, satu kapal 
RS dr Radjiman, kemudian 
ada Korvet Bung Karno, 
yang khusus VIP,” kata Ali di 
sela-sela Rapim TNI AL di 
Mabes TNI AL, Cilangkap, 
Jakarta Timur, Senin (13/2).

Ali menuturkan akan 
ada kapal patroli cepat yang 
dikirim ke Indonesia akhir 
tahun ini. Salah satunya, 
kapal penyapu ranjau buatan 
Jerman.

“Kemungkinan perte-
ngahan tahun ini akan siap 
dan dua kapal patroli cepat, 

kapal penyapu ranjau. Ka-
pal buru rajau, ini cukup 
mo dern kapal buru ranjau, 
tahun ini mungkin akhir 
tahun,” tuturnya.

Mantan Pangkogabwil-
han I itu memaparkan untuk 
pengadaan kapal selam, saat 
ini masih dalam perenca-
naan. Dia menyebut peren-
canaan itu sedang disesuai-
kan di Kemhan dengan 
anggaran yang tersedia.

“Kapal selam masih 
dalam perencanaan semua 
diproses oleh Kemhan, kita 
mengusulkan beberapa opsi 
pilihan kapal selam, nanti 
Menhan atau Kemhan akan 
menentukan mana yang 
disesuaikan dengan anggar-
an yang cocok untuk AL,” 
ucapnya.

“Mudah-mudahan do-
akan ada anggaran untuk 
pengadaan dari LN (luar 
negeri) bisa mendukung 
pengadaan kapal selam,” ka-
tanya menambahkan.  mei

KSAL Ungkap Sederet Alutsista Baru, 
Kapal Penyapu Ranjau hingga Korvet

JAKARTA (IM) - Peneliti 
Pusat Kajian Anti Korupsi 
Universitas Gadjah Mada 
(UGM), Zaenur Rohman,  
meminta Kapolri Jenderal 
Listyo Sigit Prabowo tidak 
begitu saja menyetujui usulan 
penarikan Karyoto dan Endar 
Priantoro. 

Ketua Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK) Firli 
Bahuri sebelumnya mereko-
mendasikan Deputi Penin-
dakan dan Eksekusi, Karyoto 
serta Direktur Penyelidikan, 
Endar Priantoro “ditarik” ke 
Polri untuk mendapat pro-
mosi jabatan. 

Persoalan ini mencuat 
di tengah isu perselisihan di 
internal KPK terkait pena-
nganan kasus Formula E. 

“Menurut saya Kapolri 
perlu mempertimbangkan 
dengan bijak untuk tidak begi-
tu saja memenuhi permintaan 
Ketua KPK,” kata Zaenur 
saat dihubungi wartawan, 
Senin (13/2).

Listyo harus meninjau 
alasan KPK meminta korps 
Bhayangkara “memulangkan” 
dua pejabatnya. Menurutnya,  
tidak menjadi persoalan jika 
penarikan tersebut dilakukan 
dengan alasan karena Karyoto 
dan Endar melakukan pelang-
garan etik atau perbuatan 
tercela. 

Namun, usulan penarikan 
tersebut menjadi persoalan 
lain jika dalam alasannya KPK 
menggunakan bahasa ber-
sayap seperti, pengembang-
an karir di Polri. Sebab, kata 
Zaenur, pengembangan karir 
Karyoto dan Endar sepenuh-
nya menjadi wewenang dan 
urusan Polri.  

Selain itu, Polri juga be-
lum memandang terdapat 

kebutuhan untuk menarik 
dua jenderal tersebut ke tubuh 
Korps Bhayangkara. 

“Nyatanya sampai saat ini 
mereka belum ditarik ke Polri. 
Artinya belum ada kebutuhan 
pengembangan karir mereka 
di Polri,” ujarnya. 

Kapolri harus menim-
bang dengan bijak dan tidak 
asal memenuhi kemauan FIrli 
Bahuri. “Jadi sekali lagi semua 
kembali kepada alasan apakah 
ada alasan yang berdasar un-
tuk menarik mereka pulang,” 
kata Zaenur.  

Kapolri Jenderal Listyo 
Sigit Prabowo sebelumnya 
membenarkan bahwa pi-
haknya menerima surat reko-
mendasi mengenai penarikan 
Karyoto dan Endar. Listyo 
mengatakan akan membahas 
rekomendasi Firli itu dan akan 
dirapatkan terlebih dahulu. 

“Iya memang betul ada 
(suratnya). Namun demikian, 
tentunya kita akan melihat 
peluang-peluang yang ada,” 
kata Listyo Sigit di Hotel 
Sultan, Jakarta, Kamis (9/2) 
lalu.  lus

Pukat UGM Minta Kapolri Tak Asal Setuju “Tarik” 
Deputi Penindakan dan Dirlidik  KPK ke  Polri

Fahri Sebut Janji Utang Lunas Setelah 
Menang Pemilu adalah Bentuk Korupsi
Memang Fahri Hamzah memperta-
nyakan soal klausul yang menyatakan 
utang Anies Baswedan lunas jika 
memenangkan Pilkada DKI 2017.

tujuan itu. Bangsa ini tidak 
memerlukan kita dengan cara 
itu,” katanya.

Fahri Hamzah menga-
takan bahwa cuitannya itu bu-
kan dimaksudkan untuk fi gur 
tertentu, melainkan kritik 
terhadap cara-cara seperti itu.

Memang Fahri Hamzah 
juga sempat mempertanyakan 
terkait lunasnya utang Anies 
Baswedan jika memenangkan 
Pilkada 2017. Dia mengaku 
heran dengan klausul itu.

Sebagai informasi, be-
lakangan beredar secarik ker-
tas surat perjanjian utang 
Anies Baswedan dan San-
diaga Uno di media sosial 
yang mana salah satu poin 
menekankan bahwa utang 
tersebut lunas jika keduanya 
memenangkan Pilkada 2017.

Anies pun telah buka 
suara terkait heboh perjan-
jian utangnya senilai Rp50 
miliar ke Menparekraf  San-
diaga Uno saat Pilkada 2017. 
Mantan Gubernur DKI Ja-
karta menegaskan uang Rp 50 
miliar itu bukan dari Sandiaga 
Uno dan bukan utang jika 
menang pilkada.

Hal i tu diungkapkan 
Anies saat wawancara den-
gan motivator Merry Riana. 
Wawancara itu diunggah akun 
YouTube Merry Riana Jumat 
(10/2). 

“Jadi begini, pada masa 
kampanye itu banyak sekali 
melakukan sumbangan, ban-
yak sekali, ada yang kami tahu, 
ada yang kami tidak tahu, dan 
ada yang memberikan dukun-
gan langsung apakah relawan. 
Nah kemudian ada pinjaman 
(Rp 50 miliar), sebenarnya 
bukan pinjaman tapi dukun-
gan, yang pemberi dukungan 
ini meminta dicatat sebagai 
utang, jadi dukungan yang 
minta dicatat sebagai utang,” 
kata Anies.

Anies lantas membeber-
kan isi perjanjian dengan 
pemberi Rp 50 miliar itu. 
Isinya, sumbangan Rp 50 
miliar itu dianggap selesai jika 
Anies-Sandi menang pilkada 
artinya uang tersebut diang-
gap sebagai bentuk dukungan. 
Namun jika kalah, Rp 50 
miliar itu dianggap utang dan 
Anies-Sandi siap mengganti-
nya.  han

JAKARTA (IM) - Wa-
ketum Partai Gelora Fahri 
Hamzah sebut janji utang di-
lunasi setelah menang pemilu 
atau berkuasa, merupakan 
bentuk perencanaan korupsi.

Fahri Hamzah menyam-
paikan hal tersebut lewat akun 
twitternya @Fahrihamzah. 
Dia menyebut praktek pin-
jam uang dengan janji lunas 

setelah menang atau menjabat 
merupakan bentuk perenca-
naan korupsi.

“Pinjam-meminjam uang 
di belakang layar dengan 
janji lunas setelah berkuasa 
adalah bentuk perencanaan 
korupsi yang sangat kasat 
mata, praktek ini harus kita 
hentikan kalau kita ingin In-
donesia bebas dari korupsi,” 

kata Fahri Hamzah dalam 
cuitannya seperti dilihat pada 
Senin (13/2).

Seseorang harusnya tidak 
usah memaksakan maju se-
bagai kandidat kepala daerah 
jika diminta menanggung 
biaya pemilu dan kampanye. 
Jangan sampai merusak prin-
sip hanya demi memaksakan 
kehendak maju.

“Kalau jadi kandidat dan 
ternyata juga disuruh me-
nanggung biaya pemilu dan 
kampanye, ya mendi ngan ti-
dak maju. Kita jangan pernah 
merasa seolah saking bangsa 
ini memerlukan kita lalu kita 
merusak prinsip kita demi 

CAPAIAN VAKSINASI PENGUAT
DI INDONESIA

Vaksinator menyuntikkan vaksin penguat 
kedua COVID-19 kepada seorang warga di 
Yayasan Dana Sosial Priangan, Bandung, 
Jawa Barat, Senin (13/2). Pemerintah men-
catat hingga 12 Februari 2023 jumlah pen-
duduk Indonesia yang telah mendapatkan 
vaksin penguat kedua COVID-19 sebanyak 
1.903.265 orang dari target nasional sebanyak 
234.666.020 orang.
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JAKARTA ( IM)  - 
E m a nu e l  H e r d y a n t o, 
penga cara Gubernur Papua 
Non-aktif, Lukas Enembe,   
kembali memprotes Komisi 
Pemberantasan Korupsi 
(KPK). Ia protes lantaran 
kliennya dibatasi untuk ber-
temu dengan keluarganya 
selama ditahan.

“Penyidik KPK mem-
batasi hak tersangka un-
tuk ditemui oleh sanak ke-
luarganya sesuai ketentuan 
KUHAP. Penyidik KPK 
lebih tinggi dari UU hukum 
acara. Jadi UU kalah sama 
penyidik,” katanya kepada 
wartawan, Senin (13/2).

“KPK sudah seperti UU 
dan bukan penegak UU. 
Itulah yang dialami oleh 
sanak keluarga tersangka 
Lukas Enembe saat hendak 
bertemu dengan Pak Lukas 
Enembe,” ujar Emanuel.

Padahal pihak keluarga 
telah sepakat untuk seca-
ra bergantian membesuk 
Lukas Enembe yang kini 
mendekam di rumah ta han-
an KPK, akan tetapi, ti dak 
ada pemberian izin un tuk 
melakukan jenguk ter hadap 
yang bersangkutan.

“KPK tidak memberi-

kan izin kepada sanak kelu-
ar ganya yang lain untuk 
ma suk, sedangkan mereka 
sa nak keluarganya sudah 
an tri menunggu dari pagi,” 
tuturnya.

Surat permohonan kun-
jungan tersebut telah dila-
yangkan oleh pihak keluarga 
dan kuasa hukum pada 30 
Januari 2023. Namun hingga 
saat ini, KPK belum menge-
luarkan izin kepada pihak 
keluarga. 

“Jelas kok Pasal 61 KU-
HAP mengaturnya,’ Ter-
sangka atau terdakwa berhak 
secara langsung atau dengan 
perantaraan penasihat hu-
kumnya menghubungi dan 
menerima kunjungan sanak 
keluarganya dalam hal yang 
tidak ada hubungannya de-
ngan perkara tersangka atau 
terdakwa untuk kepentingan 
pekerjaan atau untuk ke-
pentingan kekeluargaan’,” 
ka tanya.

“Yang diajukan oleh 
kami tim kuasa hukum ada-
lah anggota sanak keluarga 
yang tidak ada hubung annya 
dengan perkara jadi har-
usnya diizinkan bertemu 
Pak Lukas Enembe,” tam-
bahnya.  han

Kuasa Hukum Protes, Lukas Enembe 
Dibatasi Bertemu dengan Keluarga


